GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 089 /B, VI / HK /2006

TENTANG

HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG UFARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG
PENJABAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

Mcmbaca : 1. Surat Perseiujuan DPRD Kabupaten Lampung Utara Nomor
04 / Tahun 2006 tanggal 24 Februari 2006.

2. Surat Bupati Lampung Utara Nomor 900 / 60 / BPKKD / LU / 2006
tanggal 24 Februari 2006,

Menimbang  : 1. balhwa berdasarkan pasal 183 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah joncto Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
temtang  Anggaran Pendapatan. dan Delanja Daerah  Kabupaten/Kota
dievaluasi terletuh dahulu oleh Gubernur ;

2. bahwa dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan dimaksud butir a,
telah  dilakukan  evaluasi  Rancangan  Permturan  Daecrah  Kabupaten
Lampung Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Bupati Lampung Ltara lentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2006 ;

3, bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan maksud butir a dan b

tersebut di atas, maka hasil evaluasi dimaksud perlu ditetapkan dalam
Keputusan Gubernur ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daegrah
Tingkat I Lampung :

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaiman telah dirubah dengan
Undang-nndang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Dacrah dan
Retribusi Daerah.

3. Undang-undang Nomaor 17 Tahun 2003 1entang Keuangan Negara ;

A, Ulndang-undang Nomor 1 'Fabon 2004 tentane Perbendaharaan Negara ;

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan ;
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Memperhatikan

Meanetapkan
PERTAMA

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional ¢

1indang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah |

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang I'crimbangan Kcuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Dacrah Otonom ;

Peraturan Pemerintah Nomwor 105 Tahun 2000 sebagaimana telah dirabah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah ;

 Peraturan Pemerintah Nomor 635 Tahun 2001 tentang Pajak Dacrah ;
O Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribust Dacrah g

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sehagaimana telah dirubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomer 37 tahun 2005 tentang Kedudukan
Protokeler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Dacrah.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penvelengparaan Pemerintah Daerah ;

Hasil Rapat evaluasi alas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Lampung Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Bupati LLampung Utara tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Lampung Utara Tahun
Angparan 2006.

MEMUTUSKAN :

[Tasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Utara tentang Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan  Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun
Anggaran 2006 adalah sebagai berikut :

UMUM :

Rancangan  Angparan Pendapatan  Kabupaten Lampung Utara Tahun
Anggaran 2006 adalah berjumlah sebesar Rp. 469.511.060.022,00 terdiri
dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.10.162.500.700,00 Dana
Perimbangan sebesar Rp. 459.348.559.322,00 Berdasarkan komposisi
pendapatan terscbut diatas masih jauh keseimbangan antara Pendapatan
Asli Dacrah dengan Dana Perimbanpan, namun diharapkan Kabupaten
Lampung Utara harus lebih mengintensifkan dalam menggali potensi
Pendapatan  Asli Dacrah sepanjang hal terscbut tidak menimbulkan
chonomi biaya tinggr dan memperchatikan ability and willingness to pay
masvitrakat.
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Rancangan Belanja Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2006
berjumlah sebesar Rp. 492.739.454.196,63 | terdirt dart Belanja Aparatur
schesar Rp. 94 498.292.963,26 ; Belanja Pelayanan Publik sebesar
Rp. 398.237.205.733,37 ; Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
sebesar  Rp 11 517.260.000,00 dan Belanja Tidak Tersangka schesar
Rp. 718.000.000,00. Berdasarkan kompaosisi belanja tersebut dapat di that
halwa RAPBD Kahupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2006 belanja
vang lerbesar adalah Belanja Pelayanan Publik. Dengan komposisi tersebut
etk tahun - tabun mendatang agar dipertabankan sehingga fungsi
fungst pemerintzhan daerah berjalan dengan baik,

Rancangan Angparan Pendapalan Belanja Daerah  Kabupaten Lampung
Utara T A 2006 delisit sehesar Rp. 23.228.394.174,63 ; yang seluruhnya
by diburtup dant perh ivaan sesaiebih perhilungan iahan anggaran yang lalu
yailu sebesar Rp. 11.545.804 510,41 | Penerimaan pinjaman dan cobligast
sebesar Rp 9 682 589 664 22 | dan Lain-lain penerimaan pembiayaan
Rp. 3000.000.000,00, Untuk kesetabilan Dudget Kas agar tahun
muendalang perencansan awrged peodagatan dlieraly (BT g.w_'ly.kmumau
belama avar lebth cermat dan terencana dencan hatk dengan demikian sisa

lebih dapat diperoleh sehingga APBD dapat berjalan lebih efektif.

Dalam rangka pelestarian adal budaya Daerah Lampung dan meningkatkan
potensi wisata daerah, pemerintah daerah Propinst Lampung dalam
T A 2000 (elah menganggarkan bantuan kepada kabupalen/kota masing-
masing sebesar Rp 150,000 000,- Untuk mewujudkan program tersebut
auar Kabupaien Lampung Yoa dapat menvediakan anggaran auna
mendubung program reman adat tersebat dalam APBD T A 2006

Penyedizan anguaran pada satuan unit kerja seperti TK, SD, SLTP,
SLTASNMEK apar menginduk pada dinas pendidikan sesuai dengan Perda
tentiang strakbor organisast pemerintah daceah Kabupaten Langwng Tlineg
iemiaga yang beranggungpaesab pencelela aneoaran daerah
Suesuad dengan pasal 193 ayat | Undang-undany, Nomor 32 Talnn 2004
dan pasal 35 Kepmendagn Nomor 29 Tahun 2002 uang milik pemerintah
dacrah yang sementara belum digunakan agar didepositokan sepanjang
tidak menggangou likuiditas kevangan daerah

Rancangan  Anggaran  Pendapalan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lampung Utara agar dibvathan daflar isi dan pembaias satvan unit kerja
untuk memmdabkan dalam membaca dan pencarian satvan anil L
pengelols anguan daviab sehingoa pemerintah Propinst Tampune dan
Pemerintieh Poat datam mengevaluasi RAPBD Kabupaten Lampung Ulara
dapai dengan cormai dan o madah mehbat RAPRD T A, 2006 yang telah
disusun pemetintah daerab Kabupaten Lampung Uiac

Pada Unit Kerja DPRD

Fenvediaan  angeatan  jungngan  perumahan  angeota  DPRD sebesar
Rp. 1.596.000.000,- terlampau hesar Dalam penganggaran tunjangan
l_.'r:tttlil:i!lztﬂ Hl!:;:'},l_ﬂ"l neRD In‘f:u?_mr_;‘r_1;1h-|1 1-“'"!""":_; 1_!1-";1 Elrrj-rw_‘u';'n.:qﬂ.:_fr'l .5*.;'7‘.:_1} 3
PP 37 Tehon 20085 agar memperhatikan azas Kepatufan, kewajaran dan
rasionalifas serta standar harpa selempal yang berlaku. Mengingat
ketentuan peraturan pemerintah tersehut hoewarnya tusiangan pormahgn

anggota DPRD Kabwpaten Tampung Utara sebesar Bp 2000 000 dan



setelah dipotong  pajak. sehingga iotal tunjangan perumahan anggola
DPRD Kabupaten Lampung Utara Rp. 2.000.000 + PPh x 12 bulan x 42
orang angeola DPRD. Kelebihan angearan lunjangan perumahan anggota
DPRD Kabupaten Lampung Utara agar ditata kembali untnk mendukung
kegiatan lainnya guna kelancaran tugas dan lungst DPRD.

Pada Anggaran Sckretariat DPRD terdapat

Penyediaan angparan vang diperuntukkan biaya studi banding sebesar
Rp. 1.589.000.000,

Honorarium/Upah sebhesar Rp 1085600000,

Honor bendahara dan pembantu bendahara sebesar Rp. 12.900 000,

- Fadn - Rin honoy tonjangan Lesejahteraan sebesar Rp. 874.700.000
Lain-lain  biava  operasional  /  penunjany  kegiatan  schesar
Rp. 2997 160000

Biava pengembanean sumber daya manusia Rp. 2.526.360.000,- yang
dipernntukkan biaya havsas angpota DPRD, panitia anggaran, panitia
khusus dan studi banding komisi

1

Rerdasarkan pasal 24 PP 37 Tahun 2005 belanja penujang Keaiatan
disediahan antak mendubune kelancaran lougas, [ingsi dan wewenang
DPRD dan berdasarkan pasal 25 belanja pemunjang kegiatan DPRD apar
diformulasikan kedalam rencana kerja dan anggaran saluan kerja perangkal
daerah sekretariat DPRD Belanja penunjang kegiatan DPRD yang terdapat
pada Belanja Administrast Umum (BAU) asar di tata kembali dan
dialilkan pada Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP)

11 Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah terdapat

a  Lain — lain biava opaasional yang diperuntukkan biaya pameran
schesar Rp 20000000 redaksional apar dirubah menjadi biaya
pembangunan pameran

b b dutganzan BFNS scbesa Rp 114121 774 - Radimal lain-lain

aear dhiilanghan schinpra redaksionalnya menjadi tunjangan PNS

¢ Belama modal aisi-aial angkuian sebesae Rp o S 084 850 6606 - vang
diperuntubhan hendaraan Qisas sepaih

- Belanja modal alat angkutan darat bermotor mobil sebesar
Rp. 4.312.000.000,-

- Belanja modal alal angkutan darat bermotor sepeda molor sebesar
Rp.772.850 000, -

Berdasarkan Swal FEdwan Mentent Dalam Negeri Republik
Idonesa Nonwn SOZA2UET fetangeal 21 September 2005 tentang
perihal pedoman penyusunan APBD T.A. 2006 bahwa pengadaan sarana
mobilitas lebih divtamakan wotuh  hendacaan aotar jemput  pegawat,
pelayanan umum masvarakat seperti mobil ambulans, pengangkut sampal,
P adain heinianan dhin hondaraan sepenis Tainnya. Berdasarkan Surat
Bupaii  Lampung  Ulaa Nomoe 9006/ 16/BPKKD-LU/02/2006  tanggal
7T Maret 26006 penbial paomotonmaa pongadaan kendaraan Jiaas pada
Kabapaten Lampong Uema sangat diperlokan mengingat usia kendaraan
vang st ua dan Imaya pemchhaaan  sangal  besar,  maka
pengadaan kendarann dinas pada Kabupalen Lampung Ulara agar dibatasi
sesuat dengan bomamipuan heuansan dacrat



11, Dalam RAPBD Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2006

Ii.

hendaknya mengakomodir

a  Angearan pengobatan penyakit Flu Burung, Demam Berdarah Dengue
(DBD), Diare, Wabah Antrax, Malaria, dan penyakit lainnva.

b. Dana Kesehatan untuk masyarakat tidak mampu berobat di Puskesmas
(Keluarga Miskin)

¢.  Dana Pendidikan baei masyvarakat tidak mampu.

Alokasi tersebut agar menjadi prioritas dalam APBD Kabupaten Lampung

Utara Tahun Anggaran 2000
NASKAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH :

PADA JUDUL KONSIDERAN :

Kalimat KABUPATEN LAMPUNG UTARA agar di hilangkan sehingga
menjadi

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2006

PADA PEMBUKAAN
«  Menginpat

a. Nomor 6 : Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional sudah tidak berlaku lagi agar dirubah dengan
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421 ).

b. Nomor 13 : Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 sudah tidak
berlaku lagi agar dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

¢ Nomor 19 dan 20 agar dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tabun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Angpota DPRD.

LAMPIRAN :

a. Pada ringkasan tertulis tanggal © 31/01/2004 agar di rubah menjadi
Tanggal : 31/01/2006

b, Kalimal Kola Bumi agar di rubah menjadi Lampung Utara.

€

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan scbaiknya agar setiap
Fampiean ditandatangan kepala daerah



HLNASKAII RANCANGAN PERATURAN BUPATI

Judul, Pembukaan, dan Lampiran discsuaikan dengan hasil evaluasi
Peraturan Daerah.

KEDUA . Bupati bersama dengan Panitia Anggaran Kabupaten Lampung Utara
menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati dimaksud pada diktum pertama dengan berpedoman kepada
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA - Hasil pelaksanaan ketentuan dimaksud pada diktum kedua disampaikan
kepada gubernur yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT ' Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian Lari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal {& Maret 2006

GUBERNUR LAMFPUNG

dto

SJACHROEDIN.ZP

TEMBUSAN :

Menter: Dalam Negeri di Jakarta.

Kepala Bappeda Propinsi Lampung,

Kepala Bawasda Propinsi Lampung di Telukbetung,
Kepala BPKP Cabang Lampung di Telukbetung,

Bupati Lampung Utara di Kota Bumi.

Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Utara di Kota Bumi.
Himpunan Keputusan.
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